
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 40 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PACITAN, 

bahwa guna melaksanaikan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Teihun Anggaran 2018, 
perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018; 
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembarein Negara Nomor 2730); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negeira Nomor 
3852); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pefehcanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

uh 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara 
mbr 4421); 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5340); 

M.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4693); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
bantuan Keuangan kepada Partai politik (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5165); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 
59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mil ik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

25. Peratur£in Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6322); 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK,07/2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Tembakau; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasi Akrual pada Pemerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubsih dengan Peraturan Menteri 
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3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mil ik Daerah ; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 134 Tahun 2017; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2006 Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 
8); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2027 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2017 Nomor 3); 

38. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2017 Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 
13); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 
2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2019 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018. 
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Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan AsU Daerah Rp 185.153.427.758,47 
b. Dana Perimbangan Rp 1.170.405.463.618,00 
c. Lain -lain Pendapatan Rp 432.936.632.714,00 

Yang Sah 
Jumlah Pendapatan Rp 1.788.495.524.090,47 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 622.125.985.893,00 
2) Belanja Bunga Rp 
3) Belanja Subsidi Rp 
4) Belanja Hibah Rp 41.591.117.583,00 
5) Belanja Bantuan Rp 8.430.153.804,00 

Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil Rp 4.947.836,016,00 
7) Belanja Bantuan Rp 289.639.074.200,00 

Keuangan 
8) Belanja Tidak Rp 1.647.257.500,00 

Terduga 
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 968.381.424.996,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp 40.029.499.656,70 
2) Belanja Barang dan Rp 315.608.818.338,24 

Jasa 
3) Belanja Modal Rp 271.920.244.653,80 

Jumlah Belanja Rp 627.558.562,648,74 
Langsung 

Jumlah Belanja Rp 1.595.939.987.644,74 
Surplus/(Defisit) Rp 192.555.536.445,73 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 53.394.957.099,82 
b. Pengeluaran Rp 600.000,000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 52.794.957.099,82 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 245,350.493.545,55 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
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Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran I I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati in i . 

Pasal 5 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 Jul i 2019 

S E K R E T A R I S D A E R A H 
^ K A B U P A T E N B A C I T A N ^ 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 - 7 - 2019 

^ B U P A T I P A C I T A N - 7 / 

^ I N D A R T A T O 

Drs. SUKO WIYONO, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 40 
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